
WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NoMOR: 440/02, / 0lNF.l

TENTAJTG

PELAKSAITAAIT PEUERIKSAA.IT KESEHATA.IT DAN PEITYULUHA"IT
I(ESIEHATAIV REPRODUKSI CAIOIT PENGANTIIY DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang a

b

C

d

Bahwa Kota Bekasi menjadi lokasi focus (lokus) Angka
Kematian lbu dan Angka Kematian Bayi;

Bahwa upaya untuk menurunkan Kematian Ibu dan
Bayi terdiri dari promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif;

Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6l
Tahun 2014 Pasal 8 maka pelayanan Kesehatan
Sistem Reproduksi pada calon pengantin merupakan
upaya promotif dan preventif untuk menurunkan
kematian ibu dan bayi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf"c mal<a
perlu untuk mengeluarkan instruksi Wali Kota Bekasi
Tentang Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan dan
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi calon pengantin di
Kota Bekasi.

Mengingat : I Undang-Undang Nomor I Tahun l9T4 tentang perkawinan

ltclUgan Negara Republik Indonesia Tahun fdZ+ Nomor 1,Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor3Ol9) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perublahan Atas Undangl
Undang Nomor 1 Tahun l9T4 tentang perkawinan (t embariNegara Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 1g6,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a01);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan

I.h+:9Vl laerah Tingkat II Bekasi g"eritaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1996 Nomoi 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia t{omor 366'3);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan
ffTbT*- Negara Republik Indonesia fafrun iOOS Nomorr++, l arnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5O63);

)

.)



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemeriitahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kail aiuUan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2Ol4 lerttang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58,
'famtafran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679],;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Adminiitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tanrrba}:ran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20 14 tentang
Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5559);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5614);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2Ol4
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan
Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14
Nomor 135);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2O16
tentang Urusan Pemeritahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 6 Seri E);

1O. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor
7 seri D) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2Ol7 ter,tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2017 Nomor 15 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan
Keluarga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 14
Seri E).



Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA Kepala Dinas
Berencana :

MENGINSTRUSIKAN:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Bekasi;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencala;
4. Para Camat Se-Kota Bekasi;
5. Para Lurah Se-Kota Bekasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :

a. Berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota
Bekasi untuk dapat bekerjasama dalam pemberian
pelayanan kesehatan bagi calon pengantin di Kota Bekasi;

b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan
Fisik, Pemeriksaan Laboratorium, pemberian Imunisasi
Tetanus Toxoid) dan penyuluhan kesehatan reproduksi
calon pengantin di Kota Bekasi, dan menyiapkan
Sertihkat Pemeriksaan Kesehatan Ca_lon pengantin
melalui UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

c. Monitoring dan evaluasi pelatsanaan pemeriksaan
kesehatan dan penyuluhan kesehatan .ep.odrksi 

"donpengantin di Kota Bekasi;
d. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan

kesehatan dal penyuluhan kesehatan ..p.odrk"i ..1o.,
pengantin di Kota Bekasi kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota
Bekasi :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidalgkependudukan dan catatan sipil berkaitan dengai
kelengkapan persyaratan_ oernikahan yaitu Kartu Kelua-rga
(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTp), dan Rkte Kelahiran.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Melakukal sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnyapemeriksaan kesehatan untuk membina t.t,l".g" |.rrgberketahanan.

Camat Se-Kota Bekasi :

Melakukan verifikasi terkait dokumen_dokumen darikelurahan yang diperlukan untuk teUututran perkawinan
berupa Sertifikat pemeriksaan Kesehatan Caion eengantinsebagai tambahal syarat untuk menerbitkan SuratKeteransan Untuk Nikah (N1), Surat ra;l;;;;;." Asat_Usul

KEEMPAT



(N2), Surat persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan
Tentang Orang Tua (N4), Surat lzin Orang Tua (N5), Surat
Keterangan Kematian Suami / lstri (N6) dan Pemberitahuan
Kehendak Nikah (N7).

Lurah Se-Kota Bekasi :

a. Melakukan verifikasi terkait :

Sertilikat Pemeriksaal Kesehatan Calon Pengantin
sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat
Keterangan Untuk Nikah (Nl), Surat Keterangan Asal-
Usul (N2), Surat persetujuan Mempelai (N3), Surat
Keterangan Tentang Orang T\ra (N4), Surat lzin Orang TIra
(N5), Surat Keterangan Kematian Suami / lstri (N6) dan
Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7);

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa
Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin
penting untuk membentuk keluarga berkualitas dan
sebagai syarat tambahan dalam pengurusan dokumen
pernikahan.

Tindaklanjuti sesuai ketentuan Instruksi Wa,li Kota Bekasi ini
dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

KELIMA

KEENAM

Tembusan:
Yth. l.Wakil WaIi Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3.Inspektur Daerah Kota Bekasi.

KOTA BEKASI,?V'

RAHMAT EFFENDI


